
WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa schubungan dengan pcrkcmbangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum AP13L), keadaanyang mcnyebabkan pergeseran antar unit organisasi . antara kegiatan dan antar jenis bclanja, keadaan yangmenyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya hams digunakan untuk pembiayaan dalam tahunanggaran berjalan , maka perlu dilakukan Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah TahunAnggaran 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mcnctapkan Peraturan Daerahtentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

A
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah Otonom Kota-Kota Kecil dalamLingkungan Daerah Propinsi Surnatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tnnggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400) ;

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistein Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

2.

3.

6.

7.



1
3

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IITebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47. Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang IVngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang IVngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5340) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang IVngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pcnerapan Standar Pelayanan
Minima] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kcuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah N -mot 2 Tahun 2012 tentang ilibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721:

24. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Dacrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Kcuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumbcr dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali ,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumbcr dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pcmilihan Gubcrnx.tr
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wulikota dan Wakil Walikota;
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DanaBantuan Operasional Pcnyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
31. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KartuTanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
32. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RumahSakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane;
33. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
34 . Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1

Daerah;

36. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan;
37. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2016;

- Tahun 2011 tentang Pukok-Pokok Pengelolaan Keuangan
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan

WALIKOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:
Menotnpk;’ n : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBATIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan clan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula bcrjumlah Rp. 766.578.358.598,- bertambah / (berkurang)scjumlah Ivj >. 3 / . ( '0 1.161.134,- sehingga nimjadi Rp. 803.579.519.732, - dengan rincian sehagai berikut:
Pendapatar.1 .

a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang).Jumlah pendapatan setelah perubahan

Rp. 715.614.780.080,-
21.869.544.240,-Ro.

Rp. 736.984.324.320,-
2. Belanja

a. Semula
b. Bertambah/ fberkurang)

Jumlah belanja setelah perubahan
Defisit setelah perubahan

Rp. 766.578.358.598,-
37.001.161.134.-Rn.

Rp. 803.579.519.732.-
Rp. (66.595.195.412,-)

3. Pcmbiayaan :
a. Penerimaan

a. Semula
b. Bcrtambah/ (bcrkurang)

Jumlah penerimaan setelah perubahan

59.963.578.518,-
11.451.339.728.-

Rp.
Ro.

Rp. 71.414.918.246,-
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b. Pengeluaran
a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)

Jumlah pengeluaran setelah perubahan
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. 9.000.000.000, -
( Rn. 4.180.277.166. - 1

Rp 4.819.722.834,-
Rp. 66.595. 195.412.-

0^
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud daiam Kisai 1 terdiri dari :a. Pendapatan asli daerah
( 1) Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp. 86.115.554.000,-
Rn. 10.559.573.242,-

Rp. 96.675.127.242,-

b. Dana perimbangan
( 1 ) Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan

Rp. 597.999.226.080, -
Rp. f 10.537.003.080. -1

Rp . 587.462.223.000,-
c . Lain-lain pendapatan daerah yang sah

( 1 ) Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Rp. 31.500.000.000
Ro. 21.346.974.078.-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 52.846.974.078,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud padn ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :a. Pajak daerah
( 1) Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

18.177.000.000,-
2.877.000.000.-

Rp.

El!
Rp. 21.054.000.000, -
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b. Retribusi daerah
(1) Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

4.690.778.000
(180.000.000, - 1

Rp.
EllL.

4.510.778.000Rp.

c. Basil pcngelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
(1) SemuIa
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah perubahan

Rp. 10.882.000.000,-
Ru. 3.030.063.042, -

Rp. 13.912.063.042,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

(1) Semula
(2) Bertnmbah/ fberkurnng)

Rp. 52.365.776.000,-
4,832.510.200,-Rn.

Jumlah pendapatan asii daerah setelah perubahan Rp. 57.198.286.200,-
(3) Dana Pcrimbangan sebagaimana dimaksud pada aval ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil
(1) Semula
(2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan

0, -Rp.
Eli 0, -

0, -Rp.

b. Dana transfer umum
(1) Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan

Rp. 432.203.601.000,-
Rp. 0,-

Rp. 432.203.601.000,-

c. Dana transfer khusus
(1) Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp. 165.795.625.080,-
Rp, (10.537.003.080.-1

Rp 155.258.622.000,-
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(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:a. Hibah
(1) Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah hibah setelah perubahan

Rp. 5.000.000.000,-
Rp. (3.026.000.000.-)

Rp. 1.974.000.000
b. Dana darurat

(1) Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah dana darurat setelah perubahan

Rp. 0,-
Rp. 0c

Rp. 0, -

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
Rp. 26.500.000.000,-
Rp, 12.844.771.068,-

mkm da;.a bagi hasil pajak setelah perubahan

(1) Semula
(?1 Bertnmbah / (berkurnng)

Rp. 39.344.771.068,-
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

(1) Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah dana penyesuaian dan
otonomi khusus setelah perubahan

Rp. o,-
0 ,-Rp,

0,-Rp.
e. Bnntuan keunngan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

(1) Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah dana darurat setelah perubahan

Rp. 0, -
Rp. 11.528.203.010.-

Rp. 11.528.203.010,-
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Pasal 3

Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tcrdiri dari :a. Belanja tidak langsung
(1) Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan

( 1 )

Rp. 348.860.110.500,-
Rp. 11.127.756.386.-

Rp. 359.987.866.886,-
b. Belanja Langsung

( 1) Semula
(2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah belanja langsung setelah perubahan

Rp. 417.718.248.098,-
Rp. 25.873.404.748.-

Rp. 443.591.652.846,-
PHnrp'n HT’ r!ri 1 • > n ignimnnn dimaksud pndn nvnt (1 ) huruf a terdiri dari jenis belanja:

n) mg
a. Belanja pegawai

(1) Semula
(2) Bcrtambah/ (berkurang)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp. 337.906.514.000,-
Rm__ (381.956.127.-I

Rp. 337.524.557.873,-
b. Belanja bunga

0,-(1 ) Semula
(2) Bertnmbah/ (berkurang)

l. . h belanja bin a setelah perubahan

Rp.
Rp. 0̂

0, -Rp.

c. Belanja subsidi
0, -( 1 ) Semula

(2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan

Rp.
0^Rj2

_
0, -Rp.

d. Belanja hibah
Rp. 9.845.000.000,-
Rp. 10.395.895.000.-

( 1) Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 20.240.895.000,-
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e. Belanja bantuan sosial
(1) Semula
(2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

0,-Rp.
0,-Rp.

0,-Rp.

f. Belanja bagi hasil
(1) Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan

0, -Rp.
0^Rp.

0, -Rp.
g. Belanja Bantuan Keuangan

(1) Semula
(2) Bertnmbah/ (berkurang)

908.596.500,-Rp.
B&—nja bunga setelah pembahan

0^ 908.596.500Rp.

h. Belanja tidak terduga
( 1 ) Semula 200.000.000,-

1.113.817.513,-
Rp.

h / (berku: : ;]
1.313.817.513,-Rp.kalian

a dimak.. . . : pada ayat (1) l . uruf b terdiri darijenis belanja:ar.g scl.
a. Belanja pegawai

n > Sr- 12.197.61 1.500 ,
181.95.; .: oo,z

’a

Rp. 12.379.566.000,-scLCiidi pci U Julian

b. Belanja barang dan jasa
( 1) Semula
(2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp. 205.825.882.311,-
Rp. 13.669.123.113.-

Rp. 219.495.005.424
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c. Belanja Modal
( 1) Semula
(2) Bertambah/(berkurang).Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp. 199.694.754.287,-
Rn. 12.022.327.135.-

Rp. 211.717.081.422,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan

( 1) Semula
(2) Bcrtambah/ (berkurang)

Jumlah penerimaan setelah perubahan

59.963.578.518,-
11.451.339.728.-

Rp.
Rp.

Rp. 71.414.918.246,-
b. Pengeluaran

9.000.000.000
M . 180.277,166,-1

i’P-
'•ah / (!)Crl:t : : •

: : : •. •!.: h perubahan.: i - l Rp.
4.819 . 732.834

manya (SII .PA)
59.963.578.518,-
1 1,442,394 28,-

!a( 1J -
/O' fiber ) -- )

b. Pencairan dana cadangan
( 1 ) Semula
(2 ) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah dana cadangan setelah perubahan

0,-Rp.
0^RIL

0, -Rp.
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c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
(1) Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah perubahan

Rp. 0,-
En

Rp. 0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah

(1) Semula
(2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp.

Rp. 0,-
Rp , O-

o,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

(l)Senv.’.la
fO) Hr.- Rp. 0,-

•ih / fberku- ') Ck
L'.l .

. ibnhnn i 'P-
f. Penerimaan piutang daerah

(1)Ser. .:!a Pp. 0,-
b o.-,-a(. .uui j....iang daerah setelah perubahan 8.445.100Rp.

rn — :m.ana
a cac;..: ,

( 1 ) 8einula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

(1) Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah penyertaan modal (investasi)
Pemda setelah perubahan

,‘luar i j< nis ; i : n:h

0,-Rp.
Rp. Jk

0, -

Rp. 9.000.000.000,-
(Rp. f4.180.277.166.-1

4.819.722.834,-Rp.
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c. Pembayaran pokok utang
(1) Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan

Rp. 0,-
Rp. 0,-

Rp. 0,-
d . Pemberian pinjaman daerah

(1)Semula
(2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan

Rp. 0,-
Rn 0^ Rp. 0, -

Pasal 5

a - :! 4 '?. ) huruf ’ h-unakan u:.;uk
i lipeiryru nV.an

Pasal 6

. . a I . yasan Perubahan APBD;1.
2. - da • r>r> n-•v< r>o-’ - ’’rusan P? • • r' utnh Daerah ;

,;an
b'aan;

; Rclu.piiu’asi Perubahan Bclanja menurut Urusan Pcxnerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Lampiran IVa : Rekapitulasi Pcnggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan vJenis Penerimaan Tcrhadap JenisBelanja dan Jenis Pengeluaran;

: Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerahdan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

t e

4.
5.

6. Lampiran V
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7. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VII : Daftar Kegiatan- Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kcmbalidalam Tahun Anggaran Ini;
Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah;

8 .

9.

Pasal 7

fl ) p-n , "i kcndnnn '’-'-urnf . nemerirtnh dnernh dnnnt mHakukan p-ngcluaran yang belum terscdia anggarannya, yang
: : isamp.iil: m dalam laporan realisasi anggaran;

-• kr'terta scbngai berikut :

a keadaan clarurat.
. ' lanja untuk kervrluun mendesak;

^ ;

•merintah rah!a dituiv : :'. ’. niml ' rugian ; : h bcsar; vn vrv
:!•;a t .

•• r1 ,
. , . : i : ; :m
ail walikuta dan

meii.Leikaiiukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 8

Walikota Tebing Tinggi mcnctapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah sebagailandasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.
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Pasal 9
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pacla tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kota Tebing Tinggi .

Ditetapkan di Tebing Tinggi
° Dosmiber 2016

G TINGGI ,T I K Q T :

. : A .

ii Tebing Tiny .;i
ia tan .' 1 Desember 2016

CGI,

ttd.

; 2 016 ; . ~A I 2

i - TGATvr’A:i DA::GA:I ::OTA TEEING TINGGI, PROVINSI SUMATERA UTARA: (235/2016)
fl^S^uai dengan aslinya

i^n Hukum dan Organisasi,
ft36^/Kepala P

ttfgsiS
XSiti Masi


